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ABSTRAKSI 
 
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK 
PEMBIAYAAN MUDHARABAH ATAU REVENUE SHARING 
(STUDI KASUS DI KJKS NUUR UMMAH SURAKARTA) 
 
NUR AZIZAH 
F3306161 
 
BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan 
dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan 
kecil, dalam kepentingan rangka mengangkat derajat dan martabat serta 
membela kaum fakir miskin. Penelitian tentang Evaluasi Penerapan Prinsip 
Syariah pada Praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue Sharing ini 
dilakukan di KJKS BMT Nuur Ummah (BNU) Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip syariah 
pada praktik pembiayaan mudharabah di BMT Nuur Ummah Surakarta dan 
mengevaluasi praktik – praktik yang belum sesuai dengan Prinsip 
Syariah.Praktik pembiayaaan meliputi syarat, rukun dan ketentuan 
pembiayaan, penentuan bagi hasil, alur penyelenggaraan pembiayaan 
mudharabah dan perlakuan BNU terhadap pembiayaan mudharabah 
bermasalah. 
Dari penelitian ini, penulis menemukan kelebihan seperti syarat, 
rukun, ketentuan pembiayaan dan alur penyelenggaraan pembiayaan di BNU 
Surakarta telah sesuai dengan Prinsip Syariah. Penulis juga menemukan 
kelemahan seperti: (1) Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar 
memberatkan mudharib yang mempunyai pendapatan kecil.(2)Margin yang 
telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada mudharib.(3)Dalam 
penyelesaian sengketa dilakukan penyitaan secara paksa 
Dari kelemahan yang ditemukan, penulis memberikan rekomendasi (1) 
Besar nisbah bagi hasil sebaiknya dihitung dengan mempertimbangkan besar 
pendapatan yang diperoleh mudharib (2) Margin yang telah ditentukan 
sebaiknya diberitahukan kepada mudharib (3) sebaiknya penyitaan dilakukan 
dengan cara musyawarah atau diserahkan pada Badan Arbitarasi Syariah 
terdekat.  
 
 
Kata Kunci: Penerapan Prinsip Syariah Pada Praktik Pembiayaan 
Mudharabah 
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ABSTRACT 
 
EVALUATION OF SYARIA PRINCIPLE IMPLICATION ON 
MUDHARABAH FINANCING PRACTICE OR REVENUE SHARING 
(CASE STUDY IN KJKS BMT NUR UMMAH SURAKARTA) 
 
NUR AZIZAH 
F3306161 
 
 BMT  is one of finance institution micro syaria which is operated with 
profit sharing principle, to grow and develop micro and small business, in order 
to lift degree and prestige and also to keep the poor society. Research about 
Evaluation of Syaria Principle Implication on Mudharabah Financing Practice or 
Revenue Sharing is executed in KJKS BMT Nuur Ummah (BNU) Surakarta. 
 Purpose of this research is to examine the implication of syaria principle 
on mudharabah financing practice in BNU Surakarta and evaluate practices that 
have not suitable with syaria principle. Financing practices is consist of 
condition, basic principle and certainty of financing, profit sharing, channel of 
mudharabah financing, and BNU’s execution to mudharabah financing which has 
a problem. 
 Based on this research , that writer found the excess like as basic 
principle, certainty of financing and Channel of mudharabah financing execution 
in BNU Surakarta are suitable with Syaria Principle. The writer also found some 
weakness like as: (1) amount of nisbah to result which the biggest is weighing for 
mudharib that have a few revenue, (2) Margin that certained is not always known 
to mudharib, (3) In the dispute solving is execute confiscated forcely.  
From those weakness, the writer give recommendations following as: (1) 
the nisbah that divided result its goodness calculated with considering the much 
of revenue that obtained  mudharib, (2) Margin that certained is always known to 
mudharib, (3) It is good if confiscation is executing with deliberation or given to 
Arbitarasi Syariah institute that is nearest. 
 
Key word: examine of syaria principle implication on mudharabah financing 
practice 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya BMT Nuur Ummah 
Sejarah berdirinya KJKS BMT Nuur Ummah (BNU) tidak 
lepas dari  peranan Takmir masjid An Nuur yang beralamat di Jl. 
Samratulangi No. 58, Rt. 05 Rw X, kelurahan Manahan, kecamatan 
Banjarsari, kota Surakarta. Tujuan didirikan KJKS ini untuk 
memberdayakan ekonomi ummat dilingkungan masjid. Pada tanggal 
25 April 2004, rapat pendirian BMT diikuti oleh perwakilan jama’ah, 
perwakilan Bank Syariah, perwakilan pengelola BMT Surakarta, 
tokoh masyarakat dan pejabat kelurahan Manahan untuk mengikuti  
rapat pendirian BMT. Dalam rapat tersebut terlebih dahulu 
membahas proposal pendirian BMT yang disusun oleh sekretaris 
takmir masjid An Nuur. Kesepakatan rapat pendirian BMT tersebut 
yaitu bahwa 28 peserta rapat bersedia menjadi anggota pendiri BMT 
dengan hasil keputusan rapat sebagai berikut: 
a. Mengesahkan Anggaran Dasar, 
b. Memilih dan menetapkan pengurus serta menunjuk: 
1) Ketua   : dr. H. Abdoel Rasim, MM, MARS 
2) Sekretaris  : H. Ateng Budisantoso, SE 
3) Bendahara  : H. Kasan Chariri, SH 
 xv 
yang diberi kuasa penuh oleh rapat anggota untuk 
menandatangani Anggaran Dasar dan pengajuan Akta Pendirian 
Koperasi, 
c. Menetapkan nama koperasi yaitu Koperasi Jasa Keuangan 
Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nuur Ummah disingkat KJKS 
BMT Nuur Ummah (BNU), 
d. Menetapkan alamat di Jl. Samratulangi 58, kelurahan Manahan, 
kecamatan Banjarsari, kota Surakarta. 
Sejak tanggal 14 mei 2004 BNU mulai beroperasi dan 
diresmikan tanggal 16 mei 2004 oleh takmir masjid An Nuur dan 
pejabat kelurahan Manahan, alhamdulillah sampai akhir juni 2004 
terkumpul dana Rp 102.000.000,- dari simpanan pokok, simpanan 
wajib dan penyertaan pendiri sebagai modal awal. BNU telah 
mendapat legalitas Badan Hukum dengan Akte Notaris Pendirian 
Koperasi No.25 tanggal 4 mei 2005, dan SK Gubernur Jateng 
No.14068/ BH/ KDK.11/ VIII/ 2005 tanggal 3 agustus 2005. 
Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan III (RAT III), 
KJKS BMT Nuur Ummah (BNU) menempati kantor baru yang 
beralamat di jl. MH. Thamrin 77 Surakarta dan membuka kantor 
cabang di kompleks Beteng Trade Center (BTC) blok D – 19 
Surakarta. 
 
2. Visi, Misi dan Tujuan BNU 
 xvi 
BNU bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat ekonomi mikro pada umumnya serta 
meningkatkan  kekuatan posisi tawar  pengusaha kecil bawah dan kecil 
dengan pelaku ekonomi yang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu 
adanya visi dan misi sebagai berikut:  
Visi BNU : Pembelaan terhadap kaum dhuafa (ekonomi mikro) 
  dengan pengelolaan yang ikhsan (profesional). 
Misi BNU : Terdepan, adil, aman dan amanah dalam  
  pelayanan peningkatan ekonomi ummat. 
Motto BNU : “Menjalin Ukhuwah Menuai Barokah” 
 
3. Produk dan Jasa BNU 
a. Penghimpunan Dana (Investasi) 
Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana 
dari berbagai sumber, baik dari anggota, calon anggota atau nasabah 
maupun dari pihak lain. Tujuan penghimpunan dana ini adalah untuk 
memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar operasi 
penyaluran dana (pembiayaan). Jenis sumber dana BNU adalah 
sebagai berikut: 
1) Modal Anggota Pendiri (Simpanan pokok, Simpanan wajib dan 
Penyertaan) 
 xvii 
Modal anggota pendiri adalah dana abadi sebagai saham 
investasi dari anggota pendiri yang sekaligus sebagai pemilik  
BNU dan mendapat bagi hasil setiap tahun. 
 
 
2) Simpanan Nasabah (Tabungan dan Deposito) 
 Simpanan syariah BNU adalah simpanan nasabah yang 
dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah dan wadiah 
yadhamanah. Dengan prinsip ini simpanan nasabah diperlakukan 
sebagai investasi yang selanjutnya disalurkan untuk aktifitas 
pembiayaan, keuntungan dari pembiayaan tersebut diberikan 
kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil bersama BNU sesuai 
nisbah yang disepakati. Adapun jenis-jenis simpanan yang 
dikelola BNU sebagai berikut: 
a) Simpanan Nuur Ummah Wirausaha (si Nurwira) 
 Jenis simpanan yang penyetoran dan 
penarikannya sewaktu-waktu  selama jam kerja. 
b) Simpanan Nuur Ummah Deposito (si Nurdesi) 
 Simpanan berjangka yang penyetorannya dilakukan 
satu kali dengan jumlah yang disepakati dan pengambilan 
dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan jangka 
waktu sebelumnya. 
 xviii 
c) Simpanan Nuur Ummah Pelajar dan Mahasiswa (si 
Nurjarwa) 
 Simpanan  dilakukan secara periodik untuk 
jumlah dan jangka waktu tertentu, khusus untuk 
mahasiswa dan pelajar. 
d) Simpanan Nuur Ummah Haji Umrah dan Qurban (si 
Nurhaban) 
 Simpanan yang dirancang untuk membantu nasabah 
merealisasikan keinginan ibadah haji, umrah dan qurban. 
e) Simpanan Nuur Ummah Masa Depan (si Nurmadep) 
 Simpanan yang dirancang untuk membantu 
perencanaan  pensiun di masa depan, bagi kalangan 
pengusaha, profesional, PNS, TNI, polisi, buruh, petani, 
nelayan dan karyawan. 
3) Pinjaman Dana Pihak Ketiga 
 Dana pihak ketiga merupakan pinjaman yang akan 
dilakukan BNU dalam rangka pengadaan sarana kantor dan 
kendaraan, menangani proyek-proyek tertentu, melimpahnya 
permohonan perluasan usaha/ penambahan modal usaha anggota 
dan nasabah atau pembiayaan murabahah (jual beli) melalui 
agen, misalnya kerjasama/ pinjaman kepada anggota BNU, 
BMT/ KJKS  lain atau anggotanya, yayasan  sosial, pengusaha, 
agen BNU, Bank Syariah, Bank Pemerintah/ Swasta, penerbitan 
 xix 
obligasi, surat hutang, sumber dana lain yang sah dari dalam dan 
luar negeri. 
4) Modal Cadangan 
 Modal Cadangan adalah pemupukan modal yang 
diambilkan dari sebagian kecil perolehan hasil usaha BNU setiap 
bulan dan setiap tahun, sebagai dana khusus untuk mengatasi 
resiko kerugian dan meningkatkan pengembangan usaha. 
b. Penyaluran Dana (Pembiayaan) 
 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
disamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 
pinjam meminjam antara BNU dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu 
disertai dengan pembayaran imbalan. Jenis-jenis Pembiayaan di BNU 
meliputi: 
1) Al Musyarakah 
 Al musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak 
atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing – masing 
pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung 
bersama sesuai dengan kesepakatan. 
2) Al Mudharabah 
 xx 
 Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua 
pihak dimana pihak pertama BNU (shohibul maal) menyediakan 
seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua nasabah 
(mudharib) sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha secara 
mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak akad, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal 
selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.  
3) Bai’ al Murabahah (Bai’ Bithaman Ajil) 
 Bai’al murabahah Adalah jual beli barang pada harga 
asal dengan tambahan harga yang disepakati kedua belah pihak. 
Dalam bai’al murabahah, penjual harus memberi tahu harga 
produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan 
(margin) sebagai tambahannya. BNU tidak akan memesan 
barang kepada agen sebelum ada pesanan dari calon pembeli 
(nasabah) dan menyepakati tentang lama pembiayaan, besarnya 
tambahan harga dan besarnya angsuran. 
4) Al Ijarah 
 Al ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa melalui pembayaran upah sewa dalam jangka waktu 
tertentu yang disepakati. Pada akhir waktu sewa dapat diberikan 
pilihan hak kepemilikan barang di tangan penyewa atau nasabah 
dengan kesepakatan. 
5) Al Qard (Qardhul Hasan) 
 xxi 
 Pinjaman yang diberikan BNU yang bersifat non profit 
yang diberikan untuk kewajiban sosial. Peminjam hanya 
diwajibkan untuk mengembalikan sebesar harga pokok sesuai 
jangka waktu yang telah ditentukan. Meskipun demikian, 
peminjam dapat saja memberikan imbalan tambahan dengan suka 
rela tanpa ada perjanjian sebelumnya. Sumber dana untuk al qard 
diambilkan dari dana infak dan shadaqah yang dikelola BNU 
bukan dari simpanan nasabah. 
6) Operasi Pasar 
 Operasi Pasar (OP) adalah kredit modal kerja dengan 
akad murabahah yang diberikan oleh BNU kepada para 
pedagang kecil baik yang telah mempunyai tempat permanen 
atau yang  belum mempunyai tempat permanen yang ada di pasar 
maupun kepada para pedagang kecil keliling atau pedagang kaki 
lima. OP diberikan oleh BNU dalam rangka menguatkan 
ketahanan ekonomi ummat melalui penguatan sektor usaha kecil, 
menjauhkan praktek rentenir yang sering beroperasi dengan 
bunga yang sangat tinggi. Di samping itu dapat membentuk 
kontak muamalah di pasar serta memasyarakatkan sistem bagi 
hasil. Rencana nasabah OP antara lain pedagang pasar dan 
pedagang kaki lima diwilayah kota Surakarta, kab. Boyolali, kab. 
Sragen, kab. Karanganyar, kab. Sukoharjo, kab. Wonogiri, kab. 
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Klaten, dan wilayah lain di Jawa Tengah sesuai kemampuan dana 
dan potensi pasar.  
7) Home Industry 
 Pemberdayaan kelompok home industry ini berupa 
pemberian pembiayaan modal kerja oleh BNU kepada kelompok 
pengrajin, konveksi, jasa, dan lain-lain dengan akad al 
mudharabah atau al musyarakah. 
c. Produk dan Jasa Baitul Maal 
1) Penghimpunan dana dari zakat, infak, shadaqah dan denda 
keterlambatan       angsuran, 
2) Penyaluran dana untuk zakat, infak dan shadaqah (beasiswa 
anak yatim, bantuan beras untuk keluarga tidak mampu dan 
lain – lain). 
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4. Struktur Organisasi 
 
Gambar 1.1 
Struktur Organisasi KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta 
KEPALA KANTOR 
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MARKETING 
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MARKETING 
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MARKETING 
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MARKETING 
OFFICER 
MARKETING 
OFFICER 
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(RAT) 
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DEWAN PENGAWAS  
SYARIAH DEWAN 
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MANAJER 
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(Sumber: KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta) 
5. Deskripsi Jabatan 
a. Tugas Manajer 
 Memantau semua kegiatan yang dilakukan di kantor 
cabang. 
b. Tugas Kepala Kantor 
 Bertanggung jawab atas operasional kantor cabang dan 
koordinasi staf – staf dalam satu kantor. 
c. Tugas Koordinator Marketing 
1) Melakukan koordinasi antara koordinator dan para marketing 
officer, 
2) Survey dan analisis pembiayaan, 
3) Memantau perkembangan kinerja dari para marketing officer. 
d. Tugas Marketing Officer 
1) Mencari nasabah (simpanan dan pembiayaan), 
2) Collecting angsuran (menagih, mengumpulkan, menyetorkan 
ke BMT) dari nasabah, 
3) Memantau nasabah binaannya. 
e. Tugas Administrasi & Consumer Service 
1) Menjadi consumer service officer, 
2) Mengurus administrasi pembiayaaan, 
3) Mengurus administrasi umum. 
f. Tugas Teller 
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1) Memberi pelayanan pada nasabah sehubungan dengan 
penyetoran maupun pengambilan kas (keluar masuk kas), 
2) Melakukan pencatatan atas transaksi penyetoran maupun 
pengambilan kas. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Bank syariah telah lama berkembang di luar negeri, seperti di 
negara Saudi Arabia, Kuwait, Sudan, Yordania, Iran, Turki, Bangladesh. 
Sementara itu, sekitar tahun 1991 di Indonesia didirikan Bank Syariah 
pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Seiring 
didirikannya bank muamalat ini diiringi dengan berdirinya Bank 
Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah).  
Lima faktor yang mendukung pengembangan sistem ekonomi dan 
keuangan syariah di Indonesia. Pertama fatwa bahwa bunga bank adalah 
riba dan haram. Kedua, tren kesadaran masyarakat muslim yang 
semakin meningkat, khususnya pada masyarakat kelas menengah ke 
atas. Ketiga, sistem ekonomi Syariah berhasil menunjukkan 
keunggulannya, teruji pada saat terjadi krisis ekonomi. Ketika bank-
bank konvensional tumbang dan membutuhkan suntikan dana 
pemerintah hingga ratusan triliyun, Bank Muamalat Indonesia, sebagai 
bank umum Syariah pertama di Indonesia, mampu melewati krisis 
dengan selamat tanpa bantuan dana pemerintah. Keempat, UU 
Perbankan Syariah yang kini terus digodok, akan memperkuat payung 
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hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia. Kelima, tuntutan Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) yang saling menopang (Ascarya dan Diana 
Yumanita: 2005: 2). 
Sebagian lembaga keuangan perbankan belum bisa menjangkau usaha 
masyarakat kecil dan menengah. Sebelum adanya Lembaga Simpan Pinjam 
Syariah, masyarakat kecil dan menengah menambah modal usahanya dengan 
cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional. 
Selain peminjam harus mengembalikan dana sejumlah pinjaman pokok, 
peminjam juga harus membayar beban bunga yang tinggi. Untuk mengatasi 
hambatan operasionalisasi di daerah tersebut, maka dibentuklah Lembaga 
Simpan Pinjam Syariah yang disebut Baitul Maal Wat Tamwil. 
Baitul Maal Wat Tamwil (disingkat dengan BMT) mengarah pada 
usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit seperti zakat, infak, 
shadaqah dan sebagai usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana 
komersial (kesehatan usaha produktif/ bisnis dengan konsep kerja sama dan 
kemitraan usaha) dengan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha BMT antara lain 
mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah. 
BMT tidak menempuh cara transaksi simpan-pinjam berbunga. BMT 
mencari keuntungan usaha  melalui kegiatan yang bebas riba. Salah satu ruang 
lingkup kegiatan operasional BMT adalah kerjasama bagi hasil berupa 
pembiayaan mudharabah.. 
Pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 dijelaskan 
tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan 
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Penyaluran Dana serta Pelayanan Syariah. Karakteristik pembiayaan 
mudharabah meliputi ketentuan, syarat dan rukun pembiayaan serta ketentuan 
bagi hasilnya diatur dalam Fatwa MUI No. 7/ DSN/ IV/ 2000. Dalam Standar 
Akuntansi, pembiayaan mudharabah diatur dalam PSAK No. 59 tentang 
Perlakuan Akuntansi Bank Syariah. 
 
BMT Nuur Ummah merupakan salah satu BMT yang ada di kota 
Surakarta. Di BMT tersebut menawarkan berbagai macam produk 
pengumpulan dana dan penyaluran dana serta jasa keuangan lainnya. 
Salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan mudharabah. 
BMT Nuur Ummah menawarkan dua macam pembiayaan mudharabah 
yaitu pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan jaminan (agunan) 
dan pembiayaan mudharabah muqayyadah tanpa jaminan (agunan). 
Nisbah (persentase) bagi hasil dan ketentuan-ketentuan lain ditetapkan 
sesuai kesepakatan dimuka yang disetujui oleh kedua belah pihak. 
Namun tidak semua pembiayaan yang terjadi berjalan lancar, kadang 
masih terjadi pembiayaan mudharabah bermasalah seperti pembiayaan 
macet. Pembiayaan macet yaitu suatu kondisi ketika nasabah yang 
mendapatkan pembiayaan dari BMT tidak memenuhi kewajibannya 
sesuai dengan nisbah dan ketentuan yang telah disepakati. Hal ini terjadi 
karena nasabah mengalami musibah atau karakter dan sifat dari 
nasabah itu sendiri yang tidak jujur dan keinginan nasabah untuk 
mengambil keuntungan sendiri. Dalam menyelesaikan pembiayaan macet 
 xxviii 
ini, BMT Nuur Ummah Surakarta menyelesaikannya dengan cara 
mencari tahu alasan mengapa pengelola dana tersebut tidak bisa 
melunasinya. Untuk pembiayaan macet mudharabah muqayyadah dengan 
jaminan yang dikarenakan nasabah mengalami musibah, 
penyelesaiannya dilakukan dengan cara kekeluargaan. Untuk 
pembiayaan macet mudharabah muqayyadah dengan jaminan yang 
dikarenakan karakter dari nasabah itu sendiri, penyelesaiannya 
dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan kepada nasabah, 
apabila tidak ada respon, dilakukan penyitaan barang jaminan (agunan) 
dengan persetujuan dari pemilik. Untuk pembiayaan macet mudharabah 
muqayyadah tanpa jaminan,  BMT Nuur Ummah Surakarta mengalami 
kesulitan dalam menyelesaikannya karena tidak adanya barang yang 
dijadikan jaminan (agunan), meskipun begitu BMT tetap melakukan 
usaha untuk menyelesaikannya. Untuk nasabah yang masih diketahui 
keberadaannya, BMT mendatangi langsung nasabah untuk meminta 
cicilan pelunasan pembiayaan yang belum dibayar. Namun untuk 
nasabah yang tidak diketahui keberadaannya, dengan terpaksa 
pembiayaan tersebut dihapuskan, sehingga untuk saat ini pembiayaan 
mudharabah muqayyadah tanpa jaminan di BMT Nuur Ummah 
Surakarta ditiadakan. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 
penelitian mengenai penerapan Prinsip Syariah pada praktik pembiayaan 
mudharabah di BMT Nuur Ummah Surakarta, baik pada transaksi 
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pembiayaan maupun dalam memperlakukan permasalahan-permasalahan yang 
terjadi terkait dengan kelalaian yang kadang dilakukan oleh nasabah. Untuk 
penelitian Tugas Akhir ini penulis mengambil judul ”Evaluasi Penerapan 
Prinsip Syariah pada Praktik Pembiayaan Mudharabah atau Revenue 
Sharing (Studi Kasus di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta)”. 
 
 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 
masalah yang akan dibahas: 
1. Bagaimana praktik pembiayaan mudharabah atau revenue sharing di 
KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta? 
2. Apakah praktik pembiayaan mudharabah atau revenue sharing di KJKS 
BMT Nuur Ummah Surakarta telah diterapkan sesuai Prinsip Syariah? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan mudharabah atau revenue sharing 
di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta. 
2. Untuk mengetahui penerapan Prinsip Syariah pada praktik pembiayaan 
mudharabah atau revenue sharing di KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta. 
 
 xxx 
E. MANFAAT  PENILITIAN 
Dalam penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat 
memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi BMT 
  Memberikan masukan mengenai hal – hal yang berhubungan 
dengan pembiayaan mudharabah yang dapat digunakan  oleh pihak 
manajemen BMT dalam mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan 
kualitas pembiayaan pada BMT.  
2. Bagi Calon Nasabah 
  Memberikan informasi bagi calon nasabah mengenai Lembaga 
Keuangan Syariah khususnya pembiayaan mudharabah. 
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BAB II 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 
Baitul Maal Wat Tamwil merupakan padanan kata Balai 
Usaha Mandiri Terpadu yang kemudian disingkat dengan istilah 
BMT. BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang 
dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan 
bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat 
dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. 
 Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu: 
a. Baitul maal (bait = rumah, maal = harta) merupakan lembaga 
keuangan non profit seperti zakat, infak dan shadaqah serta 
mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah, 
b. Baitut tamwil (bait = rumah, at – tamwil = Pengembangan Harta) 
merupakan lembaga keuangan berorientasi bisnis yang melakukan 
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kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam 
meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama 
dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan 
kegiatan ekonominya dengan Prinsip Syariah (Muhammad 
Shalahudin dan Lukman Hakim: 2008: 202-203). 
 
2. Prinsip Operasional BMT 
Prinsip operasional yang diterapkan pada aktivitas di Lembaga 
Keuangan Syariah Non Bank seperti BMT menggunakan Prinsip 
Syariah. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum 
Islam (bersumber dari Al qur’an dan Al hadist) antara bank dan pihak 
lain untuk penyimpanan dana atau pembiyaan kegiatan usaha, atau 
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah Hukum Islam. 
Kegiatan operasional BMT harus memperhatikan perintah dan larangan 
Al qur’an dan Al hadist. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan 
BMT dapat diklasifikasikan sebagai riba (Totok Budi Santoso dan Sigit 
Triandaru, 2006: 153). 
Menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001: 37-41) riba secara 
bahasa bermakna ziyadah (tambahan), secara linguistik riba juga berarti 
tumbuh dan membesar, menurut istilah teknis riba berarti pengambilan 
tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, secara umum riba 
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun 
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pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip 
muamalah dalam Islam. 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 
pada pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: 
Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan 
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang Syariah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah. 
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 
pada pasal 2  ayat 2 disebutkan juga bahwa  ”Dalam melaksanakan jasa 
perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan 
pelayanan jasa bank, bank wajib memenuhi Prinsip Syariah”. 
Pada pasal 2 ayat 3 dijelaskan bahwa pemenuhan Prinsip Syariah 
harus dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam 
antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), 
kemaslahatan (maslahah) dan universalisme (alamiyah) serta tidak 
mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram. 
a. Adl  yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan 
memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan 
sesuatu sesuai posisinya.  
b. Tawazun  adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan 
spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, 
bisnis dan sosial serta keseimbangan aspek pemanfaatan dan 
kelestarian.  
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c. Maslahah  adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi 
dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta 
harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kepatuhan syariah (halal), 
bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek 
secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.  
d. Alamiyah adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, 
dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) 
tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan 
semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). 
e. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, 
tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat 
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. 
f. Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan 
yang tidak pasti untung dan ruginya.  
g. Riba adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah 
(bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang 
tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau 
dalam transaksi pinjam – meminjam yang mempersyaratkan nasabah 
penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi 
pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah).  
h. Zalim  adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak 
lainnya. 
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i. Objek Haram adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam 
syariah. 
Ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik 
simpanan maupun pinjaman antara lembaga keuangan syariah seperti 
BMT dengan lembaga keuangan non syariah dapat dibedakan menjadi: 
a. Lembaga keuangan non syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang 
dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran 
dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau 
sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu 
periode tertentu. Persentase ini biasanya ditetapkan per tahun, 
b. Lembaga keuangan syariah (seperti BMT): suatu lembaga keuangan 
yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun 
penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan atas 
dasar Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Dalam hukum 
Islam bunga adalah riba dan diharamkan. 
Perbedaan antara Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil: 
 Sistem Bunga: 
1) Penentuan Suku bunga dibuat pada waktu akad dengan 
pedoman harus selalu untung untuk pihak bank, 
2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) 
yang dipinjamkan, 
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3) Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran 
bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat 
ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, 
4) Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama 
termasuk Islam, 
5) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa 
pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah 
untung atau rugi. 
Sistem Bagi Hasil: 
1) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad 
dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi, 
2) Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah 
keuntungan yang diperoleh, 
3) Tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil 
meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, 
4) Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil, 
5) Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang 
dijalankan, jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan 
maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah 
pihak. 
Ekonomi Islam di Indonesia hingga saat ini mengalami 
perkembangan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan maraknya 
kajian-kajian ekonomi Syariah, banyaknya lembaga keuangan yang 
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berorientasi Syariah serta semakin tingginya kesadaran masyarakat 
Indonesia dalam menerapkan kerjasama ekonomi berdasarkan 
Syariah. 
Menurut Ismail Bustamam (2007) ada beberapa aspek 
perilaku yang harus mencerminkan kepatuhan terhadap hukum 
Islam di segala aspek kehidupan, khususnya tentang kerja sama 
ekonomi Islam yaitu sebagai berikut: 
1) Tanggung jawab 
Dalam melaksanakan akad tanggung jawab berkaitan 
dengan pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan dengan 
penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang telah 
diberikan. 
 
 
2) Tolong Menolong 
Saling menolong antara kedua belah pihak dengan ikhlas, 
apabila salah satu pihak mengalami suatu musibah. 
3) Saling Melindungi 
Perekonomian Islam yang berdasarkan Syariah 
merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong 
diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi. 
4) Adil 
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Dalam melakukan transaksi/ perniagaan, Islam 
mengharuskan untuk berbuat adil tanpa memberatkan salah 
satu pihak. 
5) Amanah/ Jujur 
Dalam menjalankan kerja sama ekonomi Syariah 
mengharuskan dipenuhinya semua ikatan yang telah disepakati. 
Perubahan ikatan akibat perubahan kondisi harus dilaksanakan 
secara ridha sama ridha dan disepakati oleh semua pihak yang 
terkait (http://api.flickr.com). 
 
3. Produk dan Jasa BMT 
a. Produk Pengumpulan Dana BMT 
Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa simpanan/ 
tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/ tabungan 
yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat 
tertentu dalam penyertaan dan pengelolaannya. Berkaitan dengan itu, 
jenis simpanan/ tabungan yang dapat dikumpulkan adalah sangat 
beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki 
simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya 
simpanan, tabungan, dan deposito di BMT adalah: 
1) Simpanan/ Tabungan Wadiah 
 Simpanan/ tabungan wadiah adalah titipan dana yang tiap 
waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara 
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mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ 
transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan/ tabungan 
wadiah ada dua: 
a) Wadiah amanah,titipan dana zakat, infak, shadaqah, 
b) Wadiah yadhamanah, titipan ini akan mendapatkan bonus 
dari BMT, jika BMT memperoleh keuntungan. 
2) Simpanan/ Tabungan Mudharabah 
 Simpanan/ tabungan mudharabah adalah simpanan/ 
tabungan pemilik dana yang penyetoran dan penarikannya dapat 
dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 
Pada simpanan mudharabah tidak diberikan bunga sebagai 
pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi 
jenis simpan yang berakad mudharabah dapat dikembangkan 
kedalam berbagai variasi simpanan, seperti: 
a) Simpanan/ tabungan Idul Fitri 
b) Simpanan/ tabungan Idul Qurban 
c) Simpanan/ tabungan haji 
d) Simpanan/ tabungan pendidikan 
e) Simpanan/ tabungan kesehatan 
 
b. Produk Penyaluran Dana 
BMT bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial. 
Namun, BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka 
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memperbaiki perekonomian ummat. Sejalan dengan itu maka dana 
yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk 
pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana 
kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. 
Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT 
kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana 
yang telah dikumpulkan oleh BMT dari masyarakat yang surplus 
dana. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh 
BMT, yang sementara ini baru mengembangkan pembiayaan 
berakad: 
1) Akad tijarah (jual beli) 
 Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam 
Islam, antara lain: 
(a) Murabahah adalah BMT memberi barang yang diperlukan 
nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah 
dengan keuntungan yang disepakati, 
(b) Salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) 
antara pembeli (muslam) dengan penjual (muslamilaih), 
(c) Istishna adalah akad jual beli barang (mashnu’) antara 
pemesan (mustashni’) dengan penerima pesanan (shani). 
2) Akad Ijarah (sewa menyewa) 
3) Akad Syirkah (penyertaan dan bagi hasil) 
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 Transaksi penyaluran dana berdasarkan akad bagi hasil 
dapat dilakukan dengan dua transaksi: 
a) Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha, 
resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang 
sesuai dengan porsi penyertaan (pembiayaan musyarakah), 
b) Perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah, dimana 
BMT sebagai penyedia modal sedangkan nasabah berupaya 
mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya 
(pembiayaan mudharabah). 
 
c. Jasa BMT 
Berbagai macam jasa keuangan di BMT antara lain qardh, 
hiwalah, rahn, wakalah. 
 
4. Pembiayaan Mudharabah 
Pengertian mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara 
pihak pemilik modal (shahibul maal/ BMT) sebagai pihak yang 
menyediakan modal dana 100% dengan pihak pengelola modal 
(mudharib/ pengelola dana), dengan persentase (nisbah) keuntungan 
akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan bersama di awal 
dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan 
ditanggung pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian 
atau kesalahan oleh pihak pengelola dana seperti penyimpangan/ 
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pelanggaran. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada 
mudharib, mudharabah dibagi menjadi: 
1) Mudharabah Mutlaqah 
Akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak 
mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), 
misalnya dalam ijab, si pemilik modal tidak mensyaratkan 
tempat, tujuan, maupun jenis usahanya, yang pada intinya 
memberikan kebebasan kapada pengelola dana untuk 
pengelolaan investasinya. 
2) Mudharabah Muqayyadah 
 Akad ini mencantumkan persyaratan – persyaratan 
tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pengelola dana 
yang berkaitan dengan tempat usaha, tatacara usaha dan obyek 
investasinya (investasi yang terikat). Sebagai contoh: pengelola 
dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal 
sebagai berikut: 
a) Tidak mencampur dana mudharabah yang diterima dengan 
dana lainnya, 
b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat 
jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa 
jaminan, 
c) Pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya 
dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga. 
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5. Dasar Hukum Mudharabah 
a. Dasar Hukum Mudharabah Berdasarkan Al quran dan Al hadist 
Secara umum landasan dasar syariah mudharabah lebih 
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam 
ayat dan hadist berikut ini Allah berfirman dalam surat Al – Muzammil 
yang artinya : “… dan dari orang – orang yang berjalan dimuka bumi 
mencari sebagian karunia Allah SWT…” (Al – Muzammil  : 20). 
Adanya kata yadribun pada ayat diatas dianggap sama dengan 
akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. 
Ayat tersebut mendorong kaum muslim untuk melakukan upaya atau 
usaha yang telah diperintahkan Allah SWT. Hadist nabi Muhammad 
SAW yang artinya :  
”Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Abbas bin Abdul 
Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudarabah 
mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni 
lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan 
tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana 
tersebut. Disampaikan syarat syarat tersebut kepada rasulullah SAW. 
Dan rasulullah pun membolehkannya (HR Tabrani)”. 
 
b. Dasar Hukum Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN MUI 
Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 (Karakteristik 
Pembiayaan Mudharabah) 
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 Ketentuan pembiayaan: 
1) Pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif , 
2) Shahibul maal (pemilik dana/ LKS) membiayai 100% 
kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha 
(nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha,  
3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan 
pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan 
LKS dengan pengusaha,  
4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang 
telah disepakati bersama dan sesuai dengan Syariah dan 
LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau 
proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan 
dan pengawasan, 
5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas 
dalam bentuk tunai dan bukan piutang,  
6) LKS (shahibul maal)  menanggung semua kerugian akibat 
dari mudharabah kecuali jika nasabah (mudharib) 
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi 
perjanjian, 
7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 
penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib 
atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan 
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apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap 
hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad,  
8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme 
pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan 
memperhatikan fatwa DSN,  
9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib,  
10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan 
kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap 
kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau 
biaya yang telah dikeluarkan.  
 Rukun dan syarat pembiayaan:  
1) Shahibul maal dan mudharib harus cakap hukum,  
2) Pernyataan ijab dan qabul dengan  memperhatikan:  
a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit 
menunjukkan tujuan kontrak (akad),  
b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat 
kontrak,  
c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, 
atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi 
modern.  
3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan 
oleh shahibul maal kepada mudharib untuk tujuan usaha 
dengan syarat:  
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a) Harus diketahui junlah dan jenisnya,  
b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika 
dalam bentuk asset, harus dinilai pada waktu akad,  
c) Tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad.  
4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat 
sebagai kelebihan dari modal, dengan syarat yang harus 
dipenuhi : 
a) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh 
diisyaratkan untuk satu pihak,  
b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus 
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati 
dan harus dalam bentuk nisbah (persentase) dari 
keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus 
berdasarkan kesepakatan,  
c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung 
kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan 
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.  
5) Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai 
perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, 
harus memperhatikan:  
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a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa 
campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak 
untuk melakukan pengawasan,  
b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan 
pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi 
tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan,  
c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam 
dalam tindakannya yang berhubungan dengan 
mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang 
berlaku dalam aktifitas itu.  
 Beberapa ketentuan hukum pembiayaan: 
1) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu, 
2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah 
kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi, 
3) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, 
karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al – 
amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan, 
4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah 
(Muhammad: 2007). 
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6. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil 
 Menurut Wiyono (2005: 57) menyatakan bahwa dalam 
praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan 
pada 2 cara profit sharing (bagi laba) dan revenue sharing (bagi 
pendapatan). 
a. Profit Sharing (Bagi Laba) 
 Perhitungan bagi hasil menurut profit sharing adalah 
perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada laba dari 
pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan 
beban – beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha 
tersebut. 
Misalnya: Pendapatan usaha Rp.2.000,00 dan beban – beban 
untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp.1.500,00, maka 
profit (laba) adalah Rp.500,00 (Rp.2.000,00 – Rp.1.500,00) yang 
kemudian dibagi kepada shahibul maal dan mudharib sebesar 
yang telah disepakati. 
 
 
 
b. Revenue Sharing (Bagi Pendapatan) 
Perhitungan bagi hasil menurut revenue sharing adalah 
perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada revenue 
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(pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha 
sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan 
pendapatan usaha tersebut. 
Misalnya: Pendapatan usaha Rp.2.000,00 dan beban – beban 
usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut Rp.1.500,00, 
maka profit (laba) adalah Rp.2.000,00 (tanpa harus dikurangi 
beban Rp.1.500,00) yang kemudian dibagi kepada shahibul maal 
dan mudharib sebesar nisbah yang disepakati. 
 
7. Tata cara Penyelenggaraan Produk Mudharabah 
Pihak pengelola sebagai pemilik proyek dapat mengajukan 
permohonan kepada BMT. Kebutuhan dana tersebut dapat 
digunakan untuk pembiayaan yang bersifat modal kerja dan atau 
investasi. 
 l 
 
Gambar 2.1 
Penyelenggaraan Pembiayaan Mudharabah 
 
B. Analisis Data dan Pembahasan 
1. Praktik Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
a. Syarat dan Rukun Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
1) Syarat Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
a) Menjadi anggota BNU dengan  membuka rekening 
minimal Rp 10.000,-, 
b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami & istri, 
c) Fotokopi  Kartu Keluarga (KK), 
d) Fotokopi surat nikah (dan atau surat cerai dan atau surat 
kematian), 
ANGGOTA BMT AKAD 
MUDHARABAH 
X % NISBAH 
TENAGA KERJA 
TENAGA KERJA 
PROYEK 
USAHA 
KEUNTUNGAN 
MODAL 
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e) Surat Keterangan RT, 
f) SIUP, TDP dan keterangan lain mengenai usaha, 
g) NPWP (untuk pembiayaan di atas Rp 30 juta), 
h) Rekening listrik, air, telepon, 
i) Fotokopi jaminan dan surat/ keterangan pendukung, 
j) Denah rumah, tempat usaha dan jaminan (jika jaminan 
berupa tanah), 
k) Wawancara dan survey 
(1) Untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan 
oleh pihak mudharib dalam menggunakan modal yang 
diberikan, agar modal yang diberikan digunakan untuk 
usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah Islam, 
(2) Menilai kelayakan usaha dan menilai suatu usaha 
dalam memberikan tingkat pengembalian serta untuk 
menentukan besar nisbah bagi hasil. 
2) Rukun Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
a) Mudharib (pengelola usaha = nasabah/anggota) 
Syarat: WNI, pemilik usaha, muslim atau non muslim 
(diutamakan muslim), 
b) Shohibul maal (BNU), 
c) Jumlah dana yang dimudharabah, 
d) Akad (ijab qabul) 
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Isi akad (ijab qabul) meliputi: Perjanjian antara BNU 
dengan mudharib, jumlah (nominal) dana, jangka waktu 
pembiayaan, nisbah bagi hasil, biaya – biaya, jaminan, 
tambahan – tambahan (hal – hal di luar perkiraan atau 
tambahan – tambahan lain). 
 
b. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
1) Pembiayaan mudharabah muqayyadah dengan jaminan, 
2) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada 
jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan 
penyimpangan, BNU meminta jaminan dari mudharib. 
Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti 
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati 
bersama dalam akad, 
3) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai syariah, BNU tidak ikut serta 
dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, 
4) BNU membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha) 
bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal), sedangkan 
nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib), sejauh 
ini BNU lebih banyak memberikan pembiayaan mudharabah 
untuk bentuk usaha yang tidak fluktuatif, 
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5) Jangka waktu usaha (maksimal 2 tahun), tata cara 
pengembalian dana (angsuran per minggu, per bulan, per 
triwulan) dan pembagian keuntungan (dengan revenue sharing 
sebesar nisbah yang disepakati) ditentukan berdasarkan 
kesepakatan BNU dengan nasabah, 
6) BNU menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah 
kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, 
kelalaian (seperti pengelolaan yang kurang baik) atau 
menyalahi perjanjian, 
7) Membuat laporan keuangan untuk pertanggung jawaban 
mudharib kepada BNU. 
 
c. Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
Penentuan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di 
BNU menggunakan mekanisme revenue sharing. Revenue sharing 
yaitu pembagian bagi hasil diambil dari pendapatan yang 
diperoleh mudharib (pengelola dana) tanpa dikurangi biaya usaha. 
Besar nisbah (persentase) untuk BNU dan mudharib ditentukan 
sesuai kesepakatan bersama. Jumlah nisbah yang diperoleh BNU 
diusahakan tidak kurang dari tingkat margin per bulan yang telah 
ditentukan BNU. Margin tidak selalu diberitahukan kepada 
mudharib. 
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Penentuan besar margin berdasarkan jumlah dari biaya 
dana (seperti untuk bagi hasil simpanan dan pengembalian 
pinjaman kepada pihak ketiga), biaya operasional (seperti untuk 
biaya perlengkapan kantor dan biaya gaji) dan keuntungan yang 
diambil BNU. 
Misalnya: 
1) Modal per bulan 1 milyar 
2) Biaya dana per bulan Rp. 10.000.000,- 
3) Biaya operasional per bulan Rp. 5.000.000,- 
4) Keuntungan yang diinginkan per bulan 0,5% (0,5% X 1 milyar 
= Rp. 5.000.000,-) 
5) Jadi, margin per bulannya adalah: 
 Biaya dana per bulan     Rp.
 10.000.000,- 
  Biaya operasional per bulan    Rp.   
5.000.000,- 
  Keuntungan yang diinginkan per bulan  Rp.   5.000.000,- + 
   Margin per bulan (Rp)  Rp.     20.000.000,-  
   Margin per bulan (%)    
   
-
-
00.000,Rp.1.000.0
,20.000.000      Rp.
 X 100%  = 2% 
    
Contoh transaksi:  
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BNU memberikan pembiayaan mudharabah kepada Tn. A dan Tn. 
B, sebesar: 
1) Tn. A sebesar Rp. 10.000.000,-, pendapatan Rp. 2.000.000,-, 
nisbah bagi hasil untuk mudharib 85% dari pendapatan (Rp. 
1.700.000,-), nisbah bagi hasil untuk BNU 15% (Rp. 300.000,-) 
2) Tn. B sebesar Rp. 10.000.000,-, pendapatan Rp.1.000.000,-, 
nisbah bagi hasil untuk mudharib 70% dari pendapatan (Rp 
.700.000,-), nisbah bagi hasil untuk BNU 30% (Rp. 300.000,-) 
Besar nisbah yang diambil antara pembiayaan yang 
diberikan kepada Tn. A dan Tn. B berbeda karena untuk 
menghindari kerugian bagi BNU, sehingga nisbah yang diterima 
BNU tidak lebih kecil dari margin yang ditentukan BNU yaitu 
sebesar Rp.200.000,-. 
BMT selalu melihat positif, dalam arti orang berusaha 
pasti mencari untung. Kalaupun rugi itu semata-mata karena 
Allah menentukan lain. Oleh karena itu apabila mengalami 
kerugian maka ditanggung oleh BNU kecuali segala macam 
kerugian yang diakibatkan karena kelalaian/ kecerobohan atau 
penyelewengan pengelola usaha, ditanggung sendiri oleh 
mudharib. 
 
d. Alur Penyelenggaraan Pembiayaan Mudharabah 
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 Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah dimulai 
dari nasabah mendaftar melalui marketing officer atau datang 
sendiri ke kantor BNU menemui consumer service untuk 
mengajukan pembiayaan, memenuhi persyaratan lengkap serta 
deskripsi bentuk usaha jelas, setelah itu semua data dimasukkan 
di buku register permohonan, kemudian koordinator marketing 
melakukan survey dan analisis, kemudian mengadakan rapat 
komite (marketing officer, consumer service, koordinator 
marketing, kepala kantor) dan pengurus (untuk nominal tertentu), 
dari rapat tersebut untuk memutuskan pembiayaan yang 
diajukan diterima atau ditolak, jika pembiayaan ditolak maka 
dibuatkan surat penolakan atau menghubungi nasabah via 
telepon, jika pembiayaan diterima segera dijadwalkan untuk 
realisasi, pelaksanaan akad (ijab, qabul), kemudian realisasi 
pembiayaan. Realisasi pembiayaan diawali dengan pemberian 
modal kepada mudharib kemudian pelaksanaan usaha oleh 
mudharib dan pembagian nisbah sesuai kesepakatan. 
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     Gambar 2.2 
Alur Penyelenggaraan Pembiayaan Mudharabah BNU Surakarta 
e. Perlakuan BNU terhadap Pembiayaan Mudharabah Bermasalah 
 Permasalahan yang terjadi di BNU Surakarta terkait 
dengan praktik pembiayaan mudharabah berupa pembiayaan 
macet dan permasalahan – permasalahan lain, biasanya timbul 
karena kesalahan dari pihak mudharib (pengelola dana). Jenis 
permasalahan yang terjadi meliputi: 
1) Pembiayaan Macet karena Mudharib Mengalami Musibah 
Pengajuan Pembiayaan 
Marketing 
Officer 
Consumer 
Service 
Buku Register 
Permohonan 
Survey dan analisis 
Rapat Komite 
Pembiayaan 
diterima 
Pembiayaan 
ditolak 
Realisasi 
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 Mudharib mengalami musibah seperti bencana alam 
(seperti banjir dan gempa bumi), kebakaran dan musibah lain 
yang tidak disengaja dilakukan oleh mudharib serta terjadi tak 
terduga. Musibah ini menyebabkan asset rusak atau habis, 
sehingga tidak dapat meneruskan usaha (proyek) yang 
dijalankan dan mudharib tidak dapat mengembalikan modal 
yang diberikan kepada BNU. Perlakuan BNU terhadap 
Pembiayaan Macet karena Mudharib Mengalami Musibah 
a) Angsuran pengembalian modal ditangguhkan sampai 
mudharib bisa membangun usahanya kembali, 
b) Diberi modal untuk membangun usaha kembali, 
c) Pembiayaan dihapuskan, karena usaha tersebut telah di 
asuransikan di perusahaan asuransi syariah seperti 
Asuransi Mubarakah dan Asuransi Takaful Indonesia. 
 
 
2) Pembiayaan Macet Karena Kelalaian Mudharib dalam 
mengelola usaha 
 Dalam mengelola usahanya mudharib melakukan 
kelalaian/ kecerobohan atau manajemen usaha yang kurang 
baik, sehingga menyebabkan usaha (proyek) yang dijalankan 
mengalami kerugian dan mudharib tidak bisa memenuhi 
kewajibannya mengembalikan modal kepada BNU tepat pada 
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waktu yang telah disepakati sebelumnya. Perlakuan BNU 
terhadap Pembiayaan Macet karena Kelalaian Mudharib 
a) Mudharib tetap membayar angsuran sesuai akad, 
b) Kerugian ditanggung sendiri oleh mudharib, 
c) Penyitaan barang jaminan (agunan). 
3) Pembiayaan Macet karena Karakter Mudharib 
 Pembiayaan macet ini terjadi karena mudharib dengan 
sengaja menunda waktu pengembalian modal atau mudharib 
dengan sengaja tidak mengembalikan modalnya kepada BNU. 
Perlakuan BNU terhadap Pembiayaan Macet karena Karakter 
Mudharib: 
a) Memberikan surat peringatan,  
b) Mudharib tetap membayar angsuran dan membayar sanksi 
keterlambatan pembayaran, 
c) Penyitaan barang jaminan (agunan). 
 
4) Manipulasi Laporan Keuangan 
 Mudharib tidak membuat laporan keuangan atau 
mudharib telah memenuhi kewajiban mengembalikan modal 
yang diberikan serta memberikan bagi hasil yang menjadi 
bagian BNU sesuai nisbah yang disepakati namun dilakukan 
manipulasi pada laporan keuangannya. Laporan keuangan 
yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan keuangan 
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sebenarnya, misalnya pendapataan yang tercantum dalam 
laporan keuangan lebih kecil daripada jumlah sebenarnya 
sehingga jumlah pembagian bagi hasil untuk BNU menjadi 
lebih sedikit. Perlakuan BNU terhadap Mudharib yang 
Melakukan Manipulasi Laporan Keuangan: 
a) Mudharib diharuskan membuat laporan keuangan, 
b) Pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui keabsahan 
laporan keuangan yang dibuat oleh mudharib. 
 
2. Evaluasi Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Nuur Ummah 
Surakarta 
a. Evaluasi Syarat dan Rukun Pembiayaan Mudharabah di BNU 
Surakarta 
 Syarat dan rukun pembiayaan mudharabah di BNU 
Surakarta sudah sesuai Prinsip Syariah. Hal ini ditunjukkan 
dengan BNU Surakarta sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan 
nasabah sebagai pengelola dana (mudharib), dana digunakan 
untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan Prinsip Syariah. 
Apabila usaha yang dijalankan melanggar Prinsip Syariah, maka 
pembiayaan dibatalkan. Akad yang dibuat telah disepakati oleh 
kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak melanggar akad yang 
telah disepakati, maka perjanjian batal. 
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b. Evaluasi Ketentuan Pembiayaan Mudharabah di BNU Surakarta 
 Pembiayaan mudharabah di BNU Surakarta menggunakan 
jenis pembiayaan mudharabah mutlaqah dengan jaminan dimana 
shahibul maal memberikan kebebasan kepada mudharib dalam 
pengelolaan investasinya. BNU membiayai 100% untuk modal 
usaha yang akan dijalankan, mudharib tidak diperbolehkan 
menggabungkan modal tersebut dengan modal pribadi mudharib 
atau menggabungkan dengan kegiatan usaha lain yang dimiliki 
mudharib. 
Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian dan 
pembagian bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan 
bersama. Kerugian ditanggung oleh shahibul maal kecuali akibat 
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan 
yang dilakukan mudharib. Ketentuan – ketentuan tersebut telah 
sesuai dengan Prinsip Syariah.  
 
 
 
c. Evaluasi Penentuan Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah di 
BNU Surakarta 
Penentuan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di 
BNU Surakarta telah sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu besar 
nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara BNU 
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dan mudharib. Penentuan bagi hasil menggunakan mekanisme 
perhitungan bagi hasil revenue sharing (perhitungan bagi hasil 
yang mendasarkan pada pendapatan sebelum dikurangi beban 
usaha).  
Besar nisbah untuk BNU diusahakan tidak kurang dari 
jumlah margin yang telah ditentukan BNU. Bagi mudharib yang 
berpendapatan kecil terkadang besar nisbah tersebut terlalu tinggi 
dan memberatkan mudharib dalam pengembalian dana dan 
pembagian bagi hasilnya.  Margin yang ditentukan BNU diukur 
dengan persentase, namun penyampaian pada mudharib dalam 
jumlah rupiah. Hal ini dilakukan agar mudharib tidak salah 
paham dalam membedakan sistem bunga dan bagi hasil.  
 
d. Evaluasi Alur Penyelenggaraan Pembiayaan Mudharabah di BNU 
Surakarta 
 Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah di BNU 
Surakarta merupakan prosedur pelaksanaaan pembiayaan 
mudharabah. Prosedur ini bertujuan  agar praktik pembiayaan 
mudharabah yang dijalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. 
Dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh mudharib sampai 
realisasi pembiayaan yang dijalankan. Prosedur ini telah 
dijalankan sesuai akad yang disepakati. 
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e. Evaluasi Perlakuan BNU Surakarta terhadap Pembiayaan 
Mudharabah Bermasalah 
 Perlakuan BNU Surakarta terhadap pembiayaan 
mudharabah bermasalah, sebagian besar telah sesuai dengan 
Prinsip Syariah. Dalam penyelesaian sengketa, BNU masih 
melakukan penyitaan secara paksa terhadap mudharib yang tidak 
mau menyerahkan barang agunan (jaminan). Perlakuan BNU 
tersebut belum sesuai dengan Prinsip Syariah yang melarang 
adanya unsur paksaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
TEMUAN 
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 Berdasarkan evaluasi terhadap penerapan prinsip pada praktik 
pembiayaan mudharabah (revenue sharing) di BMT Nuur Ummah 
Surakarata, penulis menemukan beberapa kelebihan dan  kelemahan. 
 
A. KELEBIHAN 
 Kelebihan praktik pembiayaan mudharabah (revenue sharing) di 
BMT Nuur Ummah Surakarta adalah: 
1. Syarat dan rukun pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT 
Nuur Ummah Surakarta sudah sesuai dengan Prinsip Syariah. 
2. Ketentuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Nuur 
Ummah Surakarta mengacu pada Prinsip Syariah. 
3. Pembagian bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT Nuur Ummah 
Surakarta menggunakan mekanisme revenue sharing. Mekanisme ini 
lebih aman untuk BNU terutama untuk menghindari kecurangan 
mudharib yang menambah/ melakukan mark up terhadap jumlah 
biaya usaha (biaya usaha yang dicantumkan dalam laporan keuangan 
lebih tinggi dari biaya usaha sesungguhnya). Penentuan nisbah bagi 
hasil pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Nuur 
Ummah Surakarta telah sesuai dengan Prinsip Syariah karena nisbah 
ditentukan berdasarkan kesepakatan shahibul maal dan mudharib. 
4. Alur penyelenggaraan praktik pembiayaan mudharabah yang 
diterapkan di BMT Nuur Ummah Surakarta dilakukan sesuai akad 
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(ijab qabul) yang disepakati kedua belah pihak (shahibul maal dan 
mudharib). 
 
B. KELEMAHAN 
 Kelemahan praktik pembiayaan mudharabah (revenue sharing) di 
BMT Nuur Ummah Surakarta adalah: 
1. Besar nisbah bagi hasil yang terlalu besar memberatkan mudharib 
yang mempunyai pendapatan kecil. 
2. Margin yang telah ditentukan tidak selalu diberitahukan kepada 
mudharib. 
3. Pada saat terjadi kerugian yang dikarenakan kesalahan mudharib, 
dilakukan penyitaan secara paksa tanpa persetujuan dari mudharib 
atas barang yang dijadikan jaminan (agunan). 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berbeda dengan lembaga keuangan 
konvensional. Seluruh kegiatan LKS berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah 
Islam. LKS tidak mengenal sistem bunga namun menggunakan sistem bagi 
hasil dalam pembagian pendapatannya. LKS seperti BMT membantu 
masyarakat kecil dan menengah yang tidak terjangkau oleh bank Syariah dan 
BPRS untuk mengembangkan usahanya. Salah satu LKS yang ada di 
Surakarta adalah KJKS BMT Nuur Ummah Surakarta. 
BMT Nuur Ummah Surakarta bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat ekonomi mikro pada 
umumnya serta meningkatkan  kekuatan posisi tawar  pengusaha kecil bawah 
dan kecil dengan pelaku ekonomi yang lain, salah satunya dengan adanya 
produk pembiayaan mudharabah. Pelaksanaan pembiayaan ini mengacu pada 
Prinsip Syariah yang ada di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Bank 
Indonesia No. 10/ 16/ PBI/ 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam 
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa 
Bank Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang 
Karakteristik Pembiayaan Mudharabah. Meskipun BMT Nuur Ummah 
Surakarta berada di daerah perkotaan, namun sistem operasional BNU 
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terutama dalam praktik pembiayaan mudharabah tidak keluar dari Prinsip 
Syariah.  
Berdasarkan evaluasi dan pembahasan terhadap praktik pembiayaan 
mudharabah di BMT Nuur Ummah Surakarta serta kelebihan dan kelemahan 
yang ditemukan pada bab – bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan: 
1. Rukun, syarat dan ketentuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di 
BMT Nuur Ummah Surakarta dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Syariah. 
2. Penentuan besar nisbah bagi hasil yang diterapkan di BMT Nuur Ummah 
Surakarta sesuai dengan Prinsip Syariah karena ditentukan sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak (shahibul maal dan mudharib). Besar 
nisbah yang terlalu besar memberatkan mudharib yang berpendapatan 
kecil. 
3. Alur penyelenggaraan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT 
Nuur Ummah Surakarta sesuai dengan Prinsip Syariah yaitu dilaksanakan 
sesuai akad (ijab qabul) yang disepakati. 
4. Pembiayaan mudharabah bermasalah yang terjadi di BMT Nuur Ummah 
Surakarta sebagian besar dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh 
pihak mudharib. 
5. Perlakuan BMT Nuur Ummah Surakarta dalam menyelesaikan 
permasalahan yang terjadi pada praktik pembiayaan mudharabah belum 
sesuai dengan Prinsip Syariah.  
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B. REKOMENDASI 
 Berdasarkan kelemahan yang ditemukan, penulis mencoba 
memberikan rekomendasi untuk lebih meminimalisir kelemahan yang 
dimiliki dan untuk meningkatkan perkembangan BMT Nuur Ummah 
Surakarta, yaitu sebagai berikut: 
1. Sesuai ketentuan kerjasama secara Syariah, dalam melakukan kerjasama 
tidak boleh memberatkan salah satu pihak, meskipun besar nisbah yang 
ditentukan telah disepakati bersama antara shahibul maal dan mudharib. 
Besar nisbah bagi hasil sebaiknya dihitung dengan mempertimbangkan 
besar pendapatan yang diperoleh. Sehingga pembagian bagi hasil bisa adil 
antara mudharib yang berpendapatan kecil dengan mudharib yang 
berpendapatan besar tanpa merugikan pihak shahibul maal itu sendiri. 
2. Margin yang telah ditentukan sebaiknya diberitahukan kepada mudharib, 
agar tidak timbul kesalahpahaman mudharib tentang pembagian bagi hasil 
(nisbah). Jadi antara mudharib dan shahibul maal saling terbuka dan 
saling ikhlas (ridha) sesuai ketentuan kerjasama secara Syariah. 
3. Dalam penyelesaian sengketa, penyitaan barang jaminan (agunan) secara 
paksa tanpa persetujuan dari mudharib tidak sesuai dengan Prinsip 
Syariah. Oleh karena itu, sebaiknya penyitaan dilakukan dengan cara 
musyawarah dengan pihak mudharib serta menjelaskan bahwa barang 
jaminan tersebut telah menjadi hak shahibul maal sesuai dengan akad 
yang disepakati. Apabila musyawarah tidak bisa menyelesaikan masalah, 
maka masalah tersebut diserahkan ke Badan Arbitrasi Syariah terdekat. 
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